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Abstrak:
Kesenjangan pendapat jumhur fuqaha mengenai status anak sebagai 
mahkum ‘alaih dapat membuka pintu ijtihad bagi para ulama untuk 
memberikan stetmen yang relevan agar umat tidak menjadi resah. Termasuk 
Tuan Guru di Kota Mataram yang hidup di tengah membeludaknya praktek 
bisnis dengan menggunakan alat teknologi yang mendukung transaksi 
muamalah kontemporer. Hal ini menjadi tugas berat mereka untuk ambil 
bagian dalam menyelesaikan persoalan ini. Meskipun mayoritas Tuan Guru 
itu lazim menyelesaikan persoalan hukum dengan berpatokan pada stetmen 
ulama mazhab dahulu. Bahkan sebagian besar dari mereka sangat tekstual 
dalam menetapkan persoalan keagamaan apalagi persoalan fiqhiyah lazim 
bertaklid terhadap mazhab yang dikumandangkan oleh Imam Syafi`i, Hanafi, 
Hanbali, dan Maliki. Tetapi perkembangan pemikiran Tuan Guru seperti 
sampel yang telah disebutkan di atas menjadi sangat tidak wajar bahkan 
terjadi kesenjangan berat terhadap ketetapan usia 18 sampai 19 tahun 
dengan realitas nyata. Tulisan ini akan mencoba mengkaji dan menganalisis 
sekaligus tentang sejauhmana pandangan Tuan Guru tentang anak sebagai 
mahkūm `alaih dalam transaksi muamalah kontemporer di Kota Mataram.
Kata kunci: status anak, mahkum ‘alaih, akad muamalah
A.  Pendahuluan 
Dimensi kepedulian sosial dalam 
literatur Islam merupakan dimensi 
yang sangat erat kaitannya dengan 
dimensi spritual.1 Karena ia sangat 
1Begitu penting aspek kepedulian sosial 
ini bagi kaum sufi meskipun dari sejak awal 
mereka menapaki kehidupan spritualnya 
lebih banyak mndahulukan hablum minallah. 
Tetapi masih tetap mempertimbangkan 
aspek kepedulian sosial (hablum min an-nas-
nya). Sebagai bukti kongkrit tentang kondisi 
mereka yang lebih mendahulukan habl min 
al-Allahnya ketika mencermati tangga-tangga 
untuk bias bertemu dengan Allah. Misalnya 
mahabbah, khauf, raja`, muraqabah, musyahadah, 
muqarabah, ma`rifat, musyahadah, qabdh, basth, 
dan lain-lain. Khusun dengan qabdh dan basth 
ini sebagai jalan dasar untuk segera bertemu 
dengan Tuhan. Disebut al-qabdh karena 
seorang hamba wajib menyempitkan dirinya 
dengan keinginan-keinginan duniawi yang 
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berpengaruh terhadap kepedulian 
Allah kepada masing-masing personal 
hamba-Nya. Dengan lain kata bahwa 
kecintaan Allah tetap eksis kepada 
hambanya tergantung pada tingkat 
kepeduliannya terhadap sesamanya. 
Jika hubungan antar sesama manusia 
retak maka akan semakin retak pula 
hubungannya dengan Allah SWT.2 
Karena itu, tujuan disyari`atkannya 
kepedulian sosial itu adalah untuk 
memproduk hubungan harmonis 
antar sesama manusia terutama 
dalam melakukan berbagai bentuk 
kegiatan sosial ekonomi seperti 
transaksi mu`amalah. Kebutuhan 
sosial ekonomi bagi manusia dapat 
melahirkan motivasi bebas untuk 
memilih  berbagai bentuk transaksi 
yang dikehendakinya.3 Asalkan 
transaksi tersebut tidak lepas dari 
aturan-aturan syar`i,4 sehingga 
akan mengakibatkan dirinya jauh dari kasih 
sayang Allah. Termasuk dalam hal kehatian-
kehatian mereka dalam bergumul dan bergaul 
dengan sesama manusia. Sedangkan al-basth 
yang diartikan sebagai teknis kaum sufi untuk 
melapangkan diri mereka dalam menerima 
perintah dan larangan Allah dengan cara 
merealisasikan sifat raja` dan khauf. Lihat! 
Djamaluddin Ahmad al-Buny, Hikmah Himah 
Shufiyah (Yogyakarta: Mitra  Pustaka , 2003), 
1-2.
2Murtadha Muthahhari, Perspektif  
Manusia dan Agama (Bandung: Mizan, 1990), 
cet, V, 45.
3At-Thabathaba`i, al-Mizan fi Tafsir 
al-Qur`an (Bairut: Muassasah al-A`lam li al-
Mathbua`at, 1970), 158.
4Selain itu, terdapat juga dalam hadits 
Rasulullah yang artinya “ Orang-orang Muslim 
itu senantiasa setia kepada syarat-syarat ( janji-
janji mereka). Lihat Al-Hakim, al-Mustadrak 
pelaksanaannya menjadi lebih 
sempurna. Untuk mencapai maksud 
itu harus melalui beberapa rukun 
maupun syarat-syarat  tertentu. 
Karena aktivitas yang lazim dilakukan 
seperti yang dikemukakan Ahmad 
Abu al-Fath sangat erat kaitannya 
dengan ijab kabul yang berakibat 
timbulnya akibat hukum.5 Hal ini 
lebih jauh diperjelas oleh Syamsul 
Anwar bahwa ijab adalah penawaran 
yang diajukan oleh salah satu pihak 
dan kabul adalah jawaban dari 
persetujuan yang diberikan mitra 
akad sebagai tanggapan terhadap 
penawaran pihak pertama. Karena 
akad tidak akan pernah terjadi apabila 
pernyataan kehendak masing-masing 
tidak terkait satu sama lain yang 
tercermin dalam ijab dan kabul.6
Ijab dan kabul dalam transaksi 
mengindikasikan adanya persyaratan 
yang harus dipenuhi sebagaimana 
yang ditetapkan oleh Mustafa Ahmad 
(Riyad: Maktabah wa Matbai` an-Nasyr al-
Haditsah, t.t.),: 49.
5Ahmad Abu Al-Fath, Kitab al-Mu`amalat 
fi asy-Syari`ah al-Islamiyah wa al-Qawanin al-
Mishriyyah (Mesir: Matba`ah al-Busfir, 1913), 
I: 139. Lihat juga Asy-Syaukani, Fath Al-Qadir 
(Mesir: Mustafa al-Babii al-Halabi, 1964, II, 4.  
6Syamsul Anwar juga menjelaskan 
bahwa akad itu merupakan tindakan hokum 
dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab 
yang merepresentasikan kehendak dari satu 
pihak dan kabul yang menyatakan kehendak 
pihak lain. Di sisi lain bahwa akad bertujuan 
untuk melahirkan suatu akibat hukum. 
Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari`ah 
Studi tentang Teori Akad dalam fiqh  Mu`amalat 
( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 69-
70.
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Zarqa`, yaitu para pihak yang membuat 
transaksi (al-`aqidain), pernyataan 
kehendak para pihak (shigatul-`aqd), 
obyek transaksi (mahallul-`aqd), dan 
tujuan transaksi (maudhu` al-`aqd).7 
Meskipun rukun tersebut telah 
terpenuhi tetapi kesempurnaan 
pelaksanaannya tetap membutuhkan 
persyaratan masing-masing dari rukun 
tersebut. Termasuk di dalamnya 
adalah syarat yang dibutuhkan 
oleh `aqidain. Di antara salah satu 
syaratnya adalah mukallaf. Dimana 
setiap pelaku transaksi mu`amalat 
itu harus layak untuk dibebani 
tanggung jawab hukum Islam.8 
Artinya masing-masing pihak yang 
melakukan transaksi bertanggung 
jawab terhadap kewajiban serta akibat 
yang ditimbulkan dari transaksi yang 
dilakukannya. Jika dalam transaksi 
jual beli, pihak penjual wajib 
merelakan dan menyerahkan barang 
yang dijualnya maka pembeli wajib 
menyerahkan sejumlah uang kepada 
penjual sesuai kesepakatan bersama. 
Kemampuan para pihak untuk 
menanggung beban dan tanggung 
jawab sangat tergantung dari aspek 
kejiwaannya.9 Karena dewasa tidaknya 
7Az-Zarqa`, al-Fiqh al-Islam fi Tsaubihi al-
Jadid (Damaskus: Matabi` Alifba` al-Adib, 1967-
1968), jilid I, 312 dalam Faragraf  145; Wahbah 
Az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, cet. 
ke 3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), IV:94.  
8Ahmad al-Husariy, Nazriyat al-Hukm wa 
Mashadir al-Tasyri’ fi Ushul al-Fiqh al-Islami (Dar 
al-Kutub al-‘Arabiy), 209.
9Sarlito W Sarwono,  Pengantar Psikologi 
Umum ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
seseorang sangat tergantung dari 
pengalaman yang telah dialaminya 
terlepas pengaruh lingkungan maupun 
usia yang telah dimilikinya. Pengaruh 
lingkungan lebih mendominasi 
daripada faktor usia.10 Masalahnya 
penentuan kemampuan seseorang 
melalui usia sangat bergantung pada 
faktor lingkungan yang mengitarinya. 
Misalnya jumhur fuqaha  menetapkan 
bahwa usia seseorang baik laki-laki 
maupun wanita dapat diklaim cakap 
untuk melakukan tindakan hukum 
dalam akad muamalah jika mereka 
berusia sekurang-kurangnya 18 
(delapan belas) tahun untuk  laki-laki 
dan tujuh belas tahun bagi wanita. 
11 diperkuat lagi oleh Imam Hanafi 
dengan stetmennya bahwa seseorang 
dapat diklaim cakap melakukan 
tindakan hukum jika genap berusia 
18 tahun dan memasuki 19 tahun.12 
Pendapat para ulama di atas 
mengindikasikan bahwa keabsahan 
orang untuk melakukan perbuatan 
hukum muamalah harus berusia 
dewasa, yaitu berusia 18 sampai 
dengan 19 tahun. 
2010), 55. 
10Bimo Walgito, Pengantar Psikologi 
Umum (Yogayakarta: Penerbit Andi Yogyakarta: 
1989), 19.
11Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-
Fiqh (Dar al-Fikr al-`Arabiy), 337. Lihat juga 
al-Kasani, Bada`i ash-Hana`i  fi Tartib ash-
Shara`i (Beirut: Dar Ihya` at-Turath al-`Arabi, 
1419/1998), VI: 172.
12Ibnu al-Jauzi, at-Tahqiq fi Ahadits al-
Khilaf (Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, 1415 
H), II, 203.
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Usia subjek hukum menurut 
ulama di atas menjadi tidak berlaku 
dengan sendirinya karena dunia 
realitas membuktikan bahwa anak-
anak di bawah usia 18 (delapan 
belas) tahun dapat dengan sempurna 
melakukan transaksi muamalah 
bahkan mereka belum layak dijadikan 
sebagai subjek hukum karena belum 
ada tanda tanda ia sebagai orang yang 
terbebani hukum (mukallaf). Karena 
itu, praktek transaksi muamalah 
anak-anak sekarang seperti jual beli 
yang tidak pernah dipraktekkan oleh 
anak-anak pada zaman ditetapkan usia 
mukallaf oleh jumhur fuqaha tersebut 
dapat diklaim tidak sah padahal di 
satu sisi syarat dan rukunnya telah 
sempurna. Tetapi kalau diklaim sah-
sah saja tentu  tertolak juga karena 
anak tersebut belum menyentuh 
ranah yang terbebani hukum. 
Misalnya jual beli Lap Top, Ipad, 
Black Bery, dan produk-produk 
lainnya yang membutuhkan harga 
yang relatif  mahal melalui internet 
dan  transaksi jual beli yang dilakukan 
tidak ada unsur gharur (penipuan), 
zulm (penzaliman), riba/bunga, dan 
tidak adil.  Karena objeknya sudah 
jelas seperti kuantitas, kualitas, 
kriteria yang dipilih, presh liris, dan 
harganya. Begitu juga melihat kondisi 
sekarang di berbagai kota di Indonesia 
terutama di Kota Mataram bahwa 
tidak sedikit anak-anak lebih pandai 
melakukan transaksi lewat internet 
bila dibandingkan orang yang telah 
dewasa. Hal ini terjadi karena kondisi 
teknologi yang semakin canggih 
dapat memaksa mereka untuk adaftif  
dengan realitas itu.  
B. Metodologi Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah 
penelitian lapangan dengan metode 
kualitatif, yaitu penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif  berupa 
tulisan atau lisan dari orang-orang dan 
perilaku yang dapat diamati.13 Jadi, 
yang dimaksud dengan penelitian 
lapangan secara kualitatif  di sini 
adalah mengkaji kasus yang terjadi, 
yang kemudian akan dideskripsikan 
hasil pengamatan dalam lapangan 
secara  apa adanya. Atau dengan kata 
lain, sebagai suatu penelitian yang 
dilakukan secara intensif, terperinci 
dan mendalam terhadap suatu obyek 
tertentu dengan mempelajarinya 
sebagai sebuah kasus,14sehingga 
pene litian nya bersifat empiris.15 
Menurut setandyo Wingyosubroto, 
penelitian ini disebut juga sebagai 
penelitian non-doktrinal atau socio-
legal research, yaitu penelitian-
penelitian berupa studi empiris untuk 
menemukan teori-teori mengenai 
13Irwan Suhartono, Metode Penelitian 
Sosial (Bandung:Remaja Rosdakarya, 
1998),  50. 
14Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian 
Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2000), 3.
15Penjelasan lebih rinci tentang 
pendekatan ini, lihat Atho Mudzhar, Studi 
Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologis 
(Yogyakarta:IAIN Sunan Kalijaga Press, 1999), 
6.  
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proses terjadinya, proses bekerjannya 
hukum dalam masyarakat.16 Selain 
diskriptif-kualitatif, penelitian ini 
juga menggunakan pendekatan 
antropologis,17 karena mencoba 
memahami apa adanya tentang respon 
Tuan Guru terhadap anak sebagai 
mah`kum alaih dalam transaksi 
muamalah di Kota Mataram. 
Secara geografis, penelitian ini 
dilakukan di Kota Mataram yang 
notabenenya banyak anak-anak 
di bawah usia balig telah pandai 
melakukan transaksi mu`amalah 
melalui nternet, online, dan media 
sosial lainnya. Dengan demikian 
menggunakan pendekatan kualitatif  
dalam penelitian ini bertujuan dengan 
satu harapan utuk mendapatkan 
diskripsi yang jelas tentang data 
serta informasi yang dibutuhkan dan 
berusaha menggambarkan fenomena 
sosial secara holistik sesuai fakta yang 
ada, bukan rekaan semata. Sementara 
itu untuk memperoleh data peneliti 
menggunakan metode observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Hal 
ini peneliti lakukan dalam rangka 
mendapatkan informasi dan  data 
yang akurat tentang respon Tuan 
Guru di Kota Mataram tentang anak 
sebagai mahkum `alaih.18 Sedangkan 
metode dokumentasi dipakai untuk 
meggali keterangan yang antara lain: 
16Irwan Suhartono, Metode …, Ibid., 52.  
17Parsudi Suparlan, Tradisi Baru Penelitian 
Agama Islam: Tinjauan antara Disiplin Ilmu 
( Jakarta: Pusjarlit, 1998),  34. 
18Lexy J. Moleong, Metode…, Ibid., 117. 
surat-surat yang memuat ketentuan-
ketentuan tentang anak sebagai 
mahkum alaih menurut fuqaha 
serta pandangan Tuan Guru di Kota 
Mataram.19 Selanjutnya, proses analisa 
data peneliti mengorganisasikan dan 
mengurutkan data ke dalam pola, 
katagori dan satuan uraian dasar 
sehingga dapat ditentukan tema dan 
dapat dirumuskan hipotesa kerja 
seperti yang disarankan oleh data.20 
Dengan demikian, pendekatan 
yang digunakan oleh peneliti 
adalah pendekatan kualitatif, maka 
penerapan dalam menganalisa data 
lebih menggunakan gambaran 
kata-kata bukan rumusan seperti 
penelitian kuantitatif, sehingga 
dalam menganalisa data peneliti 
menggunakan analisa  deduktif  dan 
induktif. 21
C. Hasil Dan Pembahasan
1. Kriteria Anak sebagai 
Mahkum ‘Alaih Menurut Tuan 
Guru  
Ditinjau dari berbagai aspek, 
anak merupakan fenomena unik 
yang tidak habis-habisnya untuk 
dilakukan penelitian dan pengkajian.
19Irwan Suhartono, Metode…, Ibid., 67.
20Lexy J. Moleong, Metode…, Ibid.,103.
21Analisa deduktif, yaitu menganalisa 
masalah dari teori-teori umum atau aturan yang 
berhubungan dengan permasalahan penelitian, 
baru kemudian disimpulkan secara spesifik. 
Analisa induktif, yaitu menganalisa data dari 
praktik yang dilakukan oleh masyarakat yang 
berhubungan dengan kajian penelitian menjadi 
teori secara umum. Ibid., 5
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Terjadinya perkembangan masa 
yang terus mengalami dinamisasi 
dapat memaksa semangat dunia 
untuk memperhatikan anak dengan 
adaptif. Karena perkembangan ilmu 
dan teknologi22 di era globalisasi 
berpengaruh besar terhadap 
pertumbuhan dan perkembangan 
anak. Secara kejiwaan anak yang hidup 
pada zaman yang dihadapkan oleh 
realitas global yang modern relatif  
lebih cepat dewasa daripada anak yang 
hidup di zaman tradisional. Aktivitas 
yang biasanya dapat dilakukan oleh 
orang dewasa dapat dilakukan oleh 
anak-anak zaman modern. Karena 
benar kalau Rosenberg mengungkap 
suatu tesis bahwa perkembangan 
ilmu dan teknologi setidaknya 
mengakibatkan aktivitas manusia 
mengalami pergeseran, yaitu: dari 
pelatihan ke penampilan, dari ruang 
kelas ke di mana dan kapan saja, 
dari kertas ke “on line” atau saluran, 
fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, 
dari waktu siklus ke waktu nyata.23
22Teknologi yang dimaksud adalah 
teknologi informasi dan komunikasi yang 
kerap kali dikenal dengan istilah TIK atau 
ICT. Teknologi informasi dan komunikasi itu 
tidaklah terbatas hanya sekedar perangkat 
komputer, tetapi juga mencakup rentangan 
dari yang paling sederhana misalnya: telepon, 
radio, kaset audio/video, OHP sampai dengan 
yang paling mutakhir. Lihat dalam   http://
www.answers.com/topic/infor mation-
technology dikutip tanggal 10 Oktober 2013. 
23Lihat http://www.bergen.org/
technology/defin.html dikutip tanggal 9 
Oktober 2013. 
Perkembangan ilmu pengetahu-
an dan teknologi tidak hanya 
berdampak positif   terhadap per-
kembangan budaya masyarakat. 
Tetapi juga berpengaruh negatif  bagi 
masyarakat terutama bagi anak-anak 
yang sudah dicita-citakan sebagai 
penerus bangsa.24 Lahirnya berbagai 
isu tentang fenomena anak merupakan 
bagian dari bukti kongkrit untuk 
memperhatikan anak secara serius 
dengan strategi maupun metode yang 
relevan. Dengan demikian, tidak heran 
kalau dunia melakukan terobosan-
terobosan agar kriteria, kedudukan, 
kewajiban, dan hak-hak anak dapat 
dipelihara, dipertanggungjawabkan, 
dan dipertahankan di hadapan publik 
secara legal formal.
24Sisi negatif  dari teknologi sekarang 
adalah mudahnya terhipnotis sehingga tidak 
sedikit yang menyukai dunia maya dan 
melupakan dunia nyata. Dan hal ini juga 
menimpa pada anak-anak terutama pada 
anak usia 5 hingga 12 tahun. Secara umum 
dampak negatif  teknologi adalah  pertama, 
anak terlalu cepat puas dengan pengetahuan 
yang didapatnya dari dunia internet padahal 
informasi dari dunia internet banyak yang 
berisikan dari sebuah kesimpulan saja. Jadi, para 
orang tua perlu terus mengajarkan anak untuk 
membaca buku agar pengetahuan terhadap 
sesuatu hal lebih mendalam. Kedua, karena 
teknologi memberikan banyak kemudahan, 
tidak sedikit anak-anak tidak sabar dalam 
menghadapi kelambatan dan kesulitan. Ketiga, 
selain itu, kemajuan teknologi berdampak 
pada kurangnya sosialisasi anak pada teman-
temannya karena lebih menyukai menyendiri 
dengan permainan teknologinya. Lihat http://
ebbyboooy.blogspot. com/2013/03/pengaruh-
perkembangan-teknologi.html dikutip tanggal 
09 Oktober 2013.
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Indonesia sebagai negara yang 
semi kapital serta bermayoritas 
penduduk Muslim terbesar di dunia 
menganut sekaligus melaksanakan 
dwi aturan baik yang bersifat 
konvensional maupun syari`at. 
Termasuk dalam aturan-aturan yang 
terkait dengan transaksi muamalah 
maliyah (perdagangan, kerjasama, 
organisasi perusahan) di mana saja 
mereka berada. Kodya Mataram 
salah satu Kota Provinsi di Nusantara 
memiliki masyarakat yang relegius 
dan berbudaya telah mempraktekkan 
transaksi perdangan dengan sistem 
konvensional dan syari`ah. Hal 
ini terbukti dari menjamurnya 
lembaga-lembaga bank maupun 
keuangan konvensional dan syari`ah 
sebagai sumber lahirnya aktivitas 
perekonomian masyarakat. Tak 
terkecuali aktivitas transaksi 
muamalah kontemporer yang terus 
diprktekkan antara pihak lembaga 
tersebut dengan masyarakat sipil 
sebagai nasabahnya. 
Di antara sekian banyak pelaku 
nasabah di lembaga keuangan 
syari`ah itu, anak adalah salah satu 
nasabah yang menjadi fenomena 
urgen untuk diadakannya pengkajian 
dan penelitian. Karena mereka tidak 
memiliki wewenang penuh dalam 
perspektif  hukum dan dianggap 
kontroversial sebagai mahkum ‘alaih 
(subjek hukum) dalam transaksi 
muamalah tradisional maupun 
kontemporer. Sebagai mahkum 
‘alaih yang kontroversial setidaknya 
mengundnang pakar atau pemikir 
hukum Islam untuk memberikan 
respon terhadap persoalan itu. 
Misalnya para Tuan Guru di Kota 
Mataram yang memberikan respon 
yang berbeda-beda ketika dikonfirmasi 
tentang anak sebagai mahkum ‘alaih. 
Nampaknya para Tuan Guru 
di Kota Mataram masih kuat dengan 
fatwa ulama mazhab sunni dalam 
menetapkan kriteria  anak yang dapat 
dijadikan sebagai mahkum ‘alaih dalam 
transaksi muamalah. Sebagian Tuan 
Guru masih sangat tekstual dalam 
merespon persoalan ini. Misalnya 
penetapan kriteria anak yang harus 
akil baligh. Dari pendapat Tuan 
Guru seperti ini mengindikasikan 
adanya penolakan terhadap anak 
yang memiliki kemampuan untuk 
melakukan transkasi dengan teknis 
komputerisasi atau internet. Hal itu 
menjadi tidak salah ketika mencermati 
pengertian anak  sebagaimana yang 
disebutkan dalam kamus besar bahasa 
Indonesia lazim disebut sebagai 
seseorang di bawah umur. Maksudnya 
adalah anak-anak yang belum 
menginjak masa dewasa. Sedangkan 
yang dimaksud dengan dewasa dalam 
kamus adalah waktu atau masa 
(seperti pada masa ini, dayangnya 
akan berputar, sampai waktunya 
akan beranak). Selain itu dewasa 
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juga diartikan sampai umur atau `aqil 
baligh.25 Sedangkan yang dimaskud 
baligh adalah anak yang sudah 
sempurna keahliannya (akalnya), 
sehingga ia menanggung kewajiban 
secara penuh dan mempunyai hak 
yang sempurna.26 Terkecuali ada hal-
hal yang menghalangi keahliannya 
yang menjadikannya tidak cakap 
bertindak dalam hukum seperti 
mabuk, gila, pingsan, dan sakit. 
Sejalan dengan itu, pendapat 
Tuan Guru dalam menetapkan 
kriteria anak sebagai mahkum ‘alaih 
disesuaikan dengan fase pertumbuhan 
dan perkembangan manusia sehingga 
dapat disebut  anak dalam hukum 
Islam, yaitu marhalah janin, marhalah 
as-sabi’, marhalah at-tamyiz, dan 
marhalah al-bulugh. Masing-masing 
dari marhalah itu memiliki batas 
usia, sehingga dapat diklaim sebagai 
seorang anak dan kriteriannya. 
Pertama, tahap marhalah janin yaitu 
tahap ini dimulai sejak masa janin 
sudah berada dalam kandungan 
hingga lahir dalam keadaan hidup. 
Kedua, marhalah as-sabi’ yaitu dimulai 
semenjak manusia lahir dalam keadaan 
hidup hingga berusia 7 (tujuh) tahun. 
Ketiga, marhalah al-bulugh, yaitu 
25WJS. Porwadarminto, Kamus Besar 
Bahasa Indonesia ( Jakarta:  PN. Balai Pustaka, 
1982), 96.
26Khudori Beik, Ushul Fiqh (Mesir: al-
Maktabah al-Tijariah al-Kubra, t.t.), cet. 8, 
177.
dimulai semenjak seorang berusia 7 
(tujuh) tahun hingga masa pubertas. 27 
Sedangkan Imam ‘Abdul Qadir 
‘Audah menyebutkan hal yang sama 
bahwa fase anak itu adalah marhalah 
in`idam al-Idrak, marhalah idraku 
dh`if, dan marhalah idrakuttam.28 
Fase pertama tersebut dimulai sejak 
seseorang dilahirkan sampai umur 7 
(tujuh) tahun. Dalam usia ini dapat 
dipastikan anak itu belum mempunyai 
kesadaran dalam bertindak. Dalam 
bahasa fiqh anak tersebut disebut 
sebagai mumayiz. Sebenarnya ukuran 
mumayiz seseorang dalam kondisi ini 
tidak dapat dijadikan sebagai ukuran. 
Karena tidak sedikit anak-anak dari 
sisi kesehatan jasmani maupun rohani 
tidak bisa menunjukkan identitas 
dirinya telah berusia 7 (tujuh) tahun 
meskipun telah mencapai usia itu. 
Namun demikian fuqaha menetapkan 
usia 7 (tujuh) tahun tersebut sebagai 
ketetapan ketamyizan seorang anak 
demi keseragaman.29
Fase kedua, yaitu marhalah al-
Idraku dha’if dimulai sejak anak berusia 
7 (tujuh) tahun sampai 15 (lima belas) 
tahun. Anak dalam kondisi ini disebut 
sebagai anak mumayiz. Artinya anak 
telah mampu membedakan antara 
yang baik dan buruk, tetapi ia belum 
27Gemala Dewi dkk., Hukum Perikatan 
Islam di Indonesia ( Jakarta: Kencana, 2005), 
52-53.  
28`Abdul Qadir `Audah, At-Tasyri` al-Jini 
Al-Islami (T.t.p., Muasasah ar-Risalah, t.th.), 
601.
29 “Ibid”., 601.
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bisa dimintai peratanggungjawabnnya 
atas segala perbuatan yang ia lakukan. 
Dalam aspek ibadah fase ini dapat 
dipertanggungjawabkan jika anak 
tersebut melakukan ibadah. Tetapi 
dalam aspek mu`amalah belum bisa 
dipertanggungjawabkan karena 
belum mencapai wilayah usia 
mukallaf.30 
Fase ketiga, yaitu marhalah al-
idrak at-tam dimulai sejak seseorang 
berumur 15 (lima belas) tahun sampai 
meninggal dunia. Menurut `Abdul 
Qadir ` Audah fase ini dapat dikatakan 
sebagai mukallaf  atau dewasa. 
Karena itu, segala perbuatannya 
dapat dipertanggungjawabkan de-
ngan penuh baik dalam aspek 
ibadah, mu`amalah, jinayah, dan 
siyasah.31 Dalam suatu hadis yang 
diriwayatkan oleh Bukhari pada 
kitabnya Shahih Bukhari, disebutkan 
bahwa seorang sahabat Nabi yang 
bernama Ibnu Umar. Ia berkeinginan 
untuk mendaftarkan diri sebagai 
tentara dalam perang Uhud. Ketika 
itu ia baru berusia 14 (empat belas) 
tahun. Pada waktu itu Nabi sendiri 
tidak menerimanya sebagaimana 
sabdanya; 
ȄōǴ ÈǏ ŏȆÊƦōǼǳơȄÈǴ Èǟ Éƪ ÌǓÊǂÈǟÊǂ ÈǸÉǟ ÊǺÌƥơ ÌǺÈǟ
 ÈǞÈƥ ÌǁÈƗ ÉǺÌƥƢÈǻÈƗ Èȁ Çƾ ÉƷÉƗÈǵ ÌȂÈȇ ÈǶōǴ ÈǇÈȁÊǾÌȈÈǴ ÈǟÉƅơ
 ÊǱƢÈƬÊǬÌǳơ Êľ  ÌȆÊǻÈǄ ÉƴÈȇ  ÌǶÈǳÈȁ  ÌȆÊǻōƽÈǂÈǧ ÇƨÈǼ ÈǇ
 ÈǆÌǸ Èƻ ÉǺÌƥƢÈǻÈƗ Èȁ ÊǩÈƾÌǼ ÈƼÌǳơÈǵ ÌȂÈȇ Éƪ ÌǓÊǂÈǟÈȁ
30 “Ibid”, 602.
31 “Ibid”, 601.
 ÌȆÊǻÈǄ ÉƳÈƘÈǧÅƨÈǼ ÈǇÈƧÈǂ ÈǌÈǟ
Dari Ibnu Umar ia berkata: 
Rasulullah saw. memeriksa saya 
pada waktu Perang Uhud dan 
ketika itu saya berusia 14 (empat 
belas) tahun, lalu beliau tidak 
mengizinkan saya ikut berperang. 
Ketika Perang Khandaq dan saya 
berusia 15 (lima belas) tahun beliu 
membolehkan saya untuk ikut 
berperang.32 
Riwayat hadis di atas dapat ditarik 
sebuah gambaran bahwa terdapat 
sebuah petunjuk dari Rasulullah 
sendiri dalam penentuan kriteria anak. 
Ketika  Rasulullah tidak mengizinkan 
Ibnu Umar untuk ikut berperang 
saat berusia 14 (empat belas) tahun 
mengindikasikan bahwa Ibnu Umar 
belum bisa dikatagorikan sebagai 
seorang dewasa. Tapi ketika berusia 
15 (lima belas) tahun Rasulullah 
mengizinkannya. Hal itu berarti usia 
di bawah 15 (lima belas) tahun masih 
dikatagorikan sebagai anak sekaligus 
menjadi kriteria akurat.
Mencermati beberapa setetmen 
mayoritas ahli hukum Hanafiyah 
tentang seorang anak sehingga 
dapat dikatakan mukallaf  dengan 
usia yang dimilikinya, seperti usia 
17 (tujuh belas) tahun bagi wanita 
32Imam Abdullah Muhammad bin Ismail 
al-Bukhori, Matan Bukhori (Mesir: Maktabah 
An-Nasyiriyah, t.th.), 106. Lihat juga al-
Baihaqi, Sunan al-Kubra (Beirut: Dar al-Kutub 
al-`Ilmiyah, 1991), Juz VI: 54. 
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dan 18 (delapan belas) tahun bagi 
laki-laki setidaknya menjadi dasar 
untuk menentukan kriteria seorang 
anak.33 Artinya stetmen mayoritas 
ahli hukum Hanafiyah tadi memberi 
suatu gambaran bahwa seseorang 
yang berada di bawah usia tadi 
menjadi kriteria seseorang sehingga 
dapat diklaim sebagai anak-anak.
Begitu juga dengan pendapat 
mayoritas fuqaha’ yang menetapkan 
kedewasaan itu dengan kondisi 
seorang anak sudah berusia 15 (lima 
belas) tahun serta pernah istilam 
untuk laki-laki dan sudah mengalami 
haid bagi perempuan menjadi sebuah 
gambaran bahwa anak-anak yang 
berusia di bawah 15 (lima belas) 
tahun dapat diklaim sebagai anak-
anak apalagi belum ada tanda-tanda 
fisik seprti yang telah disebutkan di 
atas.34 Tetapi faktor usia bukan satu-
satunya dasar untuk menetapkan 
dewasa dan tidaknya seorang anak. 
Lebih dari itu pertimbangan terhadap 
sudah tidaknya istilam maupun haid 
juga sangat menentukan seorang 
anak dapat diklaim dewasa maupun 
anak-anak. Artinya jika anak laki telah 
ihtilm dan wanita mengalami haid 
maka bisa diklaim dewasa.  Sebaliknya 
jika seorang anak belum mengalami 
hal itu maka dapat diklaim sebagai 
kriteria anak-anak.
33Ahmad bin Hambal, Musnad Ahmad bin 
Hambal (Mesir: Mu`assasah Qurtubah, t.th.), 
VI., 101.
34Al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir (Beirut: 
Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1999), VIII, 343.
Pendapat Tuan Guru 
yang menetapkan kriteria anak 
dengan tekstual itu setidaknya 
menegaskan adanya diskriminasi 
kebebasan bertindak bagi anak-
anak untuk melakukan transaksi 
muamalah. Padahal anak pada waktu 
ditetapkannya kriteria akil balig oleh 
ulama terdahulu sangat bersifat 
kondisonal. Artinya Tuan Guru di 
Kota Mataram dalam kondisi ini tidak 
melihat secara langsung kemampuan 
anak-anak sekarang dengan 
kemampuan dirinya pada saat kanak-
kanak. Karena perlu dicatat bahwa 
anak-anak sekarang sangat jauh 
berbeda dengan kondisi anak zaman 
dahulu yang tidak lengkap dan belum 
dipengaruhi oleh alat-alat teknologi. 
Bahkan sekarang ini anak-anak SMP 
lebih pandai dari orang dewasa dalam 
melakukan transaksi bisnis lewat alat 
teknologi. Namun demikian, perlu 
dihormati pendapat tekstualnya para 
tuan guru itu, karena mereka sangat 
berhati-hati dalam memutuskan 
suatu perkara. Apalagi perkara 
tersebut masih bersifat kontemporer 
dan kekinian dan keidisinian.   
Selain itu tektual, pendapat 
kontekstual juga dideklarasikan 
oleh sebagian Tuan Guru di Kota 
Mataram. Misalnya dalam penentuan 
kriteria anak yang tidak harus 
menunggu balig dalam melakukan 
transaksi muamalah. Kontekstual 
maksudnya adalah menetapkan 
kreteria anak lebih pada kemampuan 
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akalnya dalam bertransaksi sehari-
hari. Pola pikir macam ini seperti 
yang dilontarkan oleh paham-paham 
modern seperti Mas`udi seperti yang 
dikutip Abdul Mun`im Saleh - harus 
dijunjung tinggi sedemikian rupa 
sehingga teks suci pun harus tunduk 
kepadanya. Lebih jauh ia menyatakan 
”titik tolak Islam emansipatoris 
adalah problem kemanusiaan, bukan 
teks suci (teks-ide) sebagaimana Islam 
skriptualis, Islam idiologis maupun 
Islam modernis. 
Teks-teks suci tersebut sub-
ordinat terhadap pesan moral, etik 
mapun spritualis, sehingga ia tidak 
dipahami sebagai undang-undang, 
melainkan sinar pembebasan. Karena 
itu, Islam emansipatoris tidak akan 
berhenti pada dekonstruksi dan 
pembongkaran teks yang membuat 
kita linglung, tetapi teks dijadikan 
sebagai wahana pembebasan. Karena 
realitas dominasi tidak hanya wacana, 
melainkan juga dominasi yang bersifat 
riil dan materil”.35 
Pendukung dunia realitas ini 
terus mengalami perkembangan dari 
kalang intelektual muslim. Taruh 
misalnya Abdurrahman Wahid dengan 
teori  pribumisasinya. Ia menyerukan 
35Abdul Mun`im Saleh, Hukum Manusia 
Sebagai Hukum Tuhan, Berpikir Induktif  
Menemukan Hakekat Hukum Model al-Qawa`id 
al-Fiqhiyah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 
7. Bandingkan dengan Masdar F. Mas`udi, Islam 
Emansifatoris: Menafsir Agama untuk Praksis 
Pembebasan ( Jakarta: P3M, 2004), Sinopsis 
(halaman sampul belakang).  
ditemukannya cara pandang Islam 
terhadap dunia atau Weltanchauung 
Islam. Cara pandang ini setidaknya 
memberikan keleluasaan dalam 
memahami Islam yang lebih 
akomodatif  terhadap dunia konteks. 
Karena itu, Abdurrahman Wahid 
menginstruksikan kaum muslim 
Indonesia untuk menggantikan kata 
salam yang berbahasa Arab itu dengan 
kata ”selamat pagi”.36 
Gagasan Gus Dur ini tidak 
sepenuhnya benar juga tidak 
sepenuhnya salah tetapi menurut 
penulis bahwa Gusdur hanya melihat 
realitas  secara keseluruhan tidak 
melihat  realitas-realitas kecil yang 
menjadi pertimbangan kuat untuk 
menerapkan salam secara bahasa 
Arab. Taruh misalnya  menebar 
salam antara umat  muslim dengan 
muslim lainnya tentu merupakan 
kewajiban yang tidak bisa diabaikan. 
Bahkan selagi masyarakat atau rakyat 
dalam lokalitas tertentu memahami 
makna salam tersebut maka tidak ada 
salahnya mengucapkannya dengan 
bahasa Arab. 
Namun perlu dihormati bahwa 
gagasan serta ijtihad beliau dengan 
menghasilkan teori pribumisasi ini 
demi terjalinnya kerukunan yang 
berkesinambungan di Indonesia 
lebih-lebih kepala beliau adalah salah 
36Notulisasi diskusi tanggal 18 Desember 
1986 yang diselenggarakan Perhimpunan 
Pengembangan Pesantren dan Masyarakat 
(P3M) di Wisma Depag, Tugu, Puncak, Bogor. 
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satu tokoh nasionalis pengemban 
pluralisme agama.  Begitu juga dengan 
teori kontektualisasi yang diajukan 
Nurkholis Madjid.  Dimana gagasan 
ini mengharuskan dipahaminya Islam 
sesuai dengan dunia konteks kesinian 
dan kekinian. Karena asumsi dasarnya 
adalah bahwa Islam tidak turun dalam 
ruang hampa, melainkan masyarakat 
dengan konteks, baik konteks politik, 
sosial maupun budaya. Selain itu, 
dalam ranah hukum Islam terdapat 
juga klaim bahwa konteks merupakan 
bagian yang urgen dalam istinbath 
hukum syara`. Munculnya teori-
teori ushuliyah serta kaidah-kaidah 
fiqhiyah tidak pernah lepas dari dunia 
konteks. 
Sebuah kaidah fundamental 
yang kerap dijadikan pijakan dasar 
dalam memandang konteks sebagai 
unsur yang wajib ada adalah  (يرغت 
ةنكملأاو  ةنمزلأا  يرغتب  ماكحلأا). Kaedah 
ini dapat membuka keran kebebasan 
bagi pakar hukum Islam untuk 
bernafas lega dalam mengembangkan 
fiqh Islam. Bahkan ungkapan ini lazim 
dijadikan mereka sebagai alat dalam 
melegalkan suatu aktivitas praktik 
mu`amalat.37 As-Syatibi sebagai salah 
tokoh piawi dalam memproduk 
37Di antara salah satu pakar hukum Islam 
yang lazim menyampaikan persolan tersebut, 
yaitu Sedemikian pentingnya kedudukan 
tujuan dan perkembangan keinginan manusia 
sangat relevan dengan kondisi zaman yang 
mengitarinya. Lihat Joseph Schacht, An 
Inttroductian to Islamic Law (Oxford : University 
Press, 1996), 1. Bandingkan Abd. Salam Arief  
, Pembaharuan Hukum Islam antara Fakta dan 
hukum Islam juga tidak lengah 
dengan dunia kontek, sehingga lahir 
teori maqashid al-Syari`ah.38  Teori 
mashlahah39 yang dicetuskan oleh 
Realita, Kajian Pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut 
(Yogyakarta: LESFI, 2003), 1.     
38 Secara etimologi, maqashid al-syari`ah 
terdiri dari dua kata, yakni maqashid dan al-
syari`ah. Maqashid adalah bentuk jama` dari 
maqashid yang berarti kesengajaan atu tujuan 
Sementara syari`ah secara bahasa berarti 
ءالما  نم  ثدتح  عضاولما yang berarti jalan menuju 
sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat 
pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber 
pokok kehidupan. Menurut al-Syatibi sebagai 
yang dikutip dari ungkapannya:
  ىف  عراشلا ديصاقم قيقحتل تعضو ةعيرشلا هذه 
اعم ايندلاو   نيدلا ىف  مهلحاصم  مايق
(sesungguhnya    syari`at   itu   bertujuan 
mewujudkan    kemaslahatan,  manusia  di 
dalam agama dan dunia sekaligus Dalam 
ungkapan  lain  dikatakan   oleh   al-Syatibi : 
دابعلا  حلاصلم  ةعورشم ماكحلأا (hukum-hukum itu 
disyari`atkan untuk kemaslahatan hamba dan 
agama. Lihat Al-Syatibi, Al-Muwafaqat fiUshul 
al-Syari`ah (Beirut: Dar al-Ma`rifah, t.th.), 6 
Lihat juga Har Wer, A. Dictionary of  Modern 
Written Arabic. J. Milton Ciowan (London: Mac 
Donald, 1980),  767. Lihat pula Ibnu Mansur 
al-Afriqi, Lisan al-`Arab (Bairut: Dar al-Sadr, 
t.th), Vol: VIII, 175. Bandingkan dengan 
Fazzlurrahman, Islam, terj., Ahsin Muhammad 
(Bandung: Pustaka, 1984), 140.  
39Dalam menguraikan batasan 
pengertian al-mashlahah, al-Thufi membaginya 
menjadi dua kategori, yaitu al-mashlahah 
berdasarkan ‘Urf dan al-mashlahah berdasarkan 
syara’ (syari’at). Pengertian batasan al-ashlahah 
berdasarkan ‘Urf ialah: عفنلاو حلاصلا ىلإ ىدؤلما ببسلا 
(sarana yang menyebabkan adanya mashlahah 
dan manfaat). Misal yang dikemukakan al-
Thufi adalah, perdagangan merupakan sarana 
untuk mencapai keuntungan. Sedangkan 
pengertian al-mashlahah berdasarkan syari’at 
adalah  ةداع وأ  ةدابع عراشلا  دوصقم ىلإ  ىدؤلما  ببسلا 
(sesuatu yang menjadi penyebab untuk sampai 
kepada maksud syari’, baik berupa ibadat maupun 
adat) Al-Thufi menjelaskan lebih lanjut, bahwa 
yang di maksud sesuai dengan kehendak dan 
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Jalaludin at-Thufi, dan masih banyak 
teori-teori lain yang eksis menjadikan 
konteks sebagai pijakan pokok. 
Perubahan konteks merupakan bukti 
kongkrit yang dapat memproduk 
aktivitas manusia yang kian beragam. 
Dengan demikian tidak heran jika 
tradisi lama berubah seketika menjadi 
modern karena didasarkan pada pola 
kehidupan yang terus dinamis. Pola 
pikir serta praktik sosial yang bersifat 
manual hijrah seketika menjadi 
mutakhir karena berhadapan dengan 
pola pikir serta praktik mu`amalat 
yang cenderung kontemporer. Semua 
itu terjadi bukan semata produk 
kesengajaan yang dilayangkan 
oleh manusia ke permukaan dunia 
melainkan ketetapan absolut dari 
pencipta alam raya ini. 
Untuk itu, pandangan yang 
bersifat kontektual ini perlu 
mendapatlan dukungan serius 
dari berbagai kalangan. Mulai 
dari masyarakat akar rumput 
samapai masyarakat gres rut agar 
perkembangan serta kemajuan dapat 
berjalan sesuai dengan amanah 
tujuan Syari’ (Allah swt) adalah memelihara 
agama, memelihara akal, memelihara jiwa, 
memelihara keturunan dan hargadiri, serta 
memelihara harta Dari uraian singkat ini dapat 
dipahami, bahwa al-mashlahah yang dimaksud 
al-Thufi adalah, kemaslahatan yang hendak 
diperoleh dalam rangka memelihara agama, 
jiwa, akal, keturunan dan harta. Al-Thufi, 
Syarh Mukhtashar al-Raudhah, Jilid III. (Beirut: 
Muassasah al-Risalah, 1989, 209). Bandingkan 
Musthafa Zaid, Al-Mashlahah Fi al-Tasyri’ al-
Islami wa Najm al-Din al-Thufi, Mesir: Dar al-
Fikr al-Arabi, 1964, 112.  
al-Qur`an dan hadis yang tidak 
pernah luput dari dunia konteks. 
Bila mencermati teori-teori yang 
muncul dari ilmu al-Qur`an, seakan-
akan dunia teks terkesan sebagai 
wadah yang monoton dan tidak 
mengalami dinamisasi sedikitpun 
bila dibandingkan dengan dunia 
konteks, sehingga kesan yang sering 
muncul di permukaan adalah dunia 
konteks bisa membentuk dunia 
teks. Hal ini dapat dikaji lewat 
bukti-bukti kongkrit lewat proses 
diturunkan al-Qur`an sebagaimana 
yang dikutip oleh Ali Sodikin bahwa 
secara empiris, al-Qur`an diturunkan 
di tengah-tengah masyarakat yang 
memiliki kebudayaan yang mengakar. 
Artinya, secara historis al-Qur`an 
tidak turun dalam ruang yang hampa 
tanpa konteks. Dengan demikian, 
melepaskan teks wahyu dari konteks 
sosial budaya merupakan pengabaian 
terhadap realitas histori. 
Munculnya konsep makkiyah dan 
madaniyyah, nâsikh mansûkh, semua 
konsep tersebut sangat relevan dengan 
kondisi, zaman yang mengitarinya. 
Konsep makkiyah dan madaniyah 
tidak hanya mengkatagorikan 
ayat berdasarkan geografis tempat 
turunnya, tetapi pesannya juga terkait 
dengan problem kemasyarakatan di 
wilayah tersebut. Sementara asbâb 
an-nuzûl mengindikasikan adanya 
proses resiprokasi antara wahyu 
dengan realitas. Dalam kondisi 
ini wahyu seakan-akan memandu 
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dan memberikan solusi terhadap 
problem-problem sosial yang muncul 
saat itu. Sedangkan nasikh mansukh 
merupakan proses penahapan 
pengiriman pesan ilahi dengan 
penyesuaian terhadap realitas yang 
berkembang.40 
Teks-teks suci Al-Qur`an 
pada prinsipnya diwahyukan untuk 
merespon totalitas situasi dan 
konteks masyarakat saat itu yang 
tumbuh dan berkembang lebih luas 
lagi. Seiring dengan perkembangan 
Islam di berbagai penjuru, maka 
muncul persoalan-persoalan baru 
yang berbeda dengan persoalan yang 
dialami kaum muslimin di masa 
Rasulullah. Al-Qur`an hanya memuat 
sebagian kecil hukum-hukum terinci, 
sementara sunnah terbatas pada 
kasus-kasus yang terjadi pada masa 
Rasulullah, maka untuk memecahkan 
persoalan - persoalan baru diperlukan 
adanya ijtihad.41 Hal inilah yang 
40Ali Sodiqin, Antropologi Al-Qur`an Model 
Dialektika Wahyu dan Budaya (Yogyakarta, Ar-
Ruzz Media, 2008), 12. 
41Fenomena ini setidaknya memaksa 
ulama rasional melontarkan kritikan-kritikan 
terhadap ulama yang lebih memilih status 
quo (suatu pemahaman mutlak pintu ijtihad 
tertutup) seperti kemandekan ijtihad pada abad 
keempat Hijriyah, dimana Fuqaha dari berbagai 
mazhab Sunni memandang bahwa seluruh 
persoalan yang paling esensial sekalipun telah 
dibahasa, dan tidak seorangpun dianggap 
memiliki kualifikasi yang disyaratkan dalam 
berijtihad. Joseph Schacht, An Inttroductian…. 
70-71. Bandingkan! Nj. Colson, A History of  
Islamic Law (Elinburgh : University Press, 1964), 
81. Di antara ulama yang memberikan kritikan 
tajam kepada mereka yang mengabadikan taqlid 
memunculkan prinsip ijtihad terbuka 
bagi siapa saja yang memiliki syarat 
melakukan ijtihad. Terutama bagi 
para cendikiawan muslim dalam 
ranah dan bidang masing-masing.
2. Kedudukan Anak Sebagai 
Mahkum ‘Alaih Menurut Tuan 
Guru  
Dalam tradisi hukum Islam, 
manusia tidak hanya sebatas sasaran 
produk fiqhiyyah namun di satu sisi 
menjadi subjek atau pelaku hukum 
jika persoalan hukumnya telah 
ditetapkan. Lahirnya hukum taklifi42 
sebagai contoh kongkrit adanya 
sebuah ketetapan hukum bagi manusia 
yang menjadi pelakunya dan hukum 
wadh`i43 sebagai dasar penetapan 
adalah Jalaluddin As-Suyuthi (W. 911 H/1505 
M) lihat Jalaluddin As-Suyuthi, Al-Radd `ala 
Man Akhlada ila al-Ard wa Jahila ` An Ijtihad fi Kull 
`Asr Fard (Bairut: Dar al-Fikr, 1983), 117-119. 
Selain itu Ibnu Taimiyah (661 H/1263 M-728 
H/1328 M) Beliau tidak membenarkan adanya 
pendapat bahwa pintu ijtihad telah tertutup. 
Lihat Al-Asimi al-Rahman ibn Muhamad ibn 
Qasim, Majmu` al-Fatawa Syaikh al-Islam Ibnu 
Taimiyah, juz XX (ttp), 2.     
42Hukum taklifi adalah tuntutan Allah 
yang berkaitan dengan perintah berbuat atau 
meninggalkan suatu perbuatan. Hukum taklifi 
ini terbagi menjadi lima, yaitu wajib, nadb, 
ibahah, karahah, dan haram. Lihat Nasroen 
Harun, Ushul Fiqh ( Jakarta: Logos Publishing, 
1996), 210.  
43Hukum Wad`i adalah khitab yang 
berhubungan dengan menjadikan suatu sebab, 
syarat-syarat atau penghalang sesuatu yang lain. 
Lihat Badran Abd al-Wahab al-`Ainain Badran, 
Ushul al-Fiqh al-Islami (Mesir: Muassasah al-
Jami`at bi Iskandariyyah, t.th),  269.  Mengenai 
pembagian hukum wadh`i menjadi lima, yaitu 
sebab, `illat, dan mani`dapat dilihat dalam Asy-
Syauqani, Irshad al-Fuhul, t.th.), 269.   
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hukumnya. Tetapi dalam proses 
pelaksanaan hukum taklifi itu tidak 
semudah membalik telapak tangan, 
melainkan harus memenuhi sharat 
dan rukun yang telah ditetapkan 
di dalamnya. Karena setiap pelaku 
`uqud (subjek transaksi) wajib dilalui 
dengan sharat tertentu selama sharat 
tersebut tidak dalam menghalalkan 
yang haram dan mengharamkan yang 
halal. Hal itu mendapat dukungan 
kuat dari sebuah kaidah fiqhiyyah yang 
sejak lama dipergunakan oleh ahl usul 
fiqh dalam mengistinbahtkan hukum, 
yaitu: 
Ƣ ÅǗÌǂ Èǋ  ËÈȏÊƛ  ÌǶÊȀ ÊǗ ÌȁÉǂ Æǋ  ÈƾÌǼ Êǟ  Èǹ ÌȂÉǸÊǴ ÌǈÉǸÌǳÈơ
ȏÈȐ ÈƷÈǵōǂ ÈƷ ÌȁÈƗƢÅǷơÈǂ ÈƷ ōǲ ÈƷÈƗ
Semua muslim dalam melakukan 
perkara ibadah maupun 
mu`amalah harus memiliki sharat-
sharat tertentu, kecuali sharat itu 
menghalalkan segala yang haram 
dan mengharamkan segala yang 
halal.44
Kaidah ini setidaknya mem-
perjelas bahwa subjek hukum harus 
memiliki sharat tertentu menurut 
fuqaha` selama sharat itu tidak 
44Proses penting yang dilakukan oleh 
mujthaid dalam hal ini adalah mengkaji 
terlebih dahulu sharat yang akan ditentukan 
kepada subjek transaksi. Kemudian dilakukan 
analisa dan evaluasi, jika sharat tersebut 
tidak melanggar hukum shara` maka dapat 
ditetapkan sebagai sharat mutlaq. Lihat Husain 
Shahatah, al-Qawa`id al-Fiqhiyyah wa al-Dawabit 
as-Shar`iyyah li al-Mu`amalat al-Maliyyah al-
Mu`ashirah (Kairo: Jami`ah al-Azhar, t.th), 3.  
bertentangan dengan al-Qur`an dan 
Sunnah serta tidak ada sedikitpun 
menunjukkan kontradiktif  mengenai 
identitas sharat halal maun sharat 
haramnya, sharat sah maupun sharat 
batal, sharat wajib dan sunnah, dan 
lain-lain. Karena itu, hasil akhir 
berupa sah, batal, halal, dan haram 
dalam tradisi fiqh merupakan 
realitas dari wujud perbuatan 
hukum itu telah memenuhi atau 
tidak terpenuhinya persharatan dan 
rukun. Dalam transaksi mu’amalah 
dapat dimisalkan dari pemenuhan 
sharat masing-masing rukunnya baik 
yang terkait dengan ‘aqidain (pelaku 
transaksi), ma`qad alaih (obyek), dan 
shigat (ijab dan kabul). Eksistensi dari 
persharatan tersebut setidaknya dapat 
memperkuat ketetapan sharat dan 
rukun sebagai unsur yang emergensi 
seperti yang dilansir oleh para fuqaha`. 
Termasuk stetmen yang digambarkan 
oleh ‘Izzuddin  Ibnu `Abbas. Bahkan 
lebih jauh ia mengungkap bahwa 
sharat dan rukun menjadi emergensi 
pada masing-masing produk akad 
fiqh mu`amalah itu karena dipastikan 
dapat mendatangkan kemaslahatan 
bagi pelakunya.45
Mencermati pejelasan kaidah 
ushilyah di atas, setidaknya menjadi 
gambaran bahwa Tuan Guru dalam 
menetapkan keududkan anak sebagai 
mahkum ‘alaih didasarkan pada 
45Syaikh ‘Izzudin ibnu Abdis Salam, 
Qawa’id al-Ahkam fi Mashalihil Anam, terj. 
(Imam Ahmad Ibn Nizr, 2011), 533-534.
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persyaratan yang telah dimiliki oleh 
masing-masing pihak yang melakukan 
transaksi muamalah. Karena syarat 
itu sangat mendukung kesahihan 
perkara yang ditetapkan. Artinya 
sebuah transaksi yang dilakukan 
oleh seseorang sangat tergantung 
dari kelengkapan persyaratan yang 
dikandungnya. 
Kelengkapan persyaratan yang 
harus dituntut oleh para Tuan Guru 
di Lombok dalam menetapkan 
anak sebagai mahkum ‘alaih dalam 
transaksi muamalah kontemporer 
menandaskan bahwa pemikiran 
mereka masih dalam pola yang sangat 
tekstualis. Sebab pandangannya selalu 
tertekan pada pendapat Imam mazhab 
yang menjelaskan adanya keharusan 
bagi seseorang sehingga dipandang 
sah oleh hukum sebagai mahkum 
‘alaih  dalam transaksi muamalah.  
Misalnya fase anak yang mulai 
menginjak usia cakap (tamyiz) sampai 
menyentuh ranah baligh, yaitu 
berkisar di bawah 15 (lima belas)  tahun 
tepatnya antara 7 (tujuh) dan 15 (lima 
belas) tahun. Dalam hal ini menurut 
Mazhab Hanafi telah dianggap 
cakap untuk melakukan tindakan 
hukum. Tetapi ia harus memiliki 
sharat telah berakal dan mampu 
mempertangung jawabkan taklif  
Hukum yang ia lakukan,46semuanya 
46Wahbah Zuhaili, al-Wajiz fi Ushul al-
Fiqh (Beirut: Dar al-Fikr al-Ma`asir, 1999), 159.
menjadi sah47  terutama sekali dalam 
melakukan transaksi mu`amalah yang 
manfa`atnya tidak hanya dirasakan 
bagi orang lain tetapi bagi anak itu 
sendiri.  Sedangkan dalam transaksi 
yang dapat dipastikan benar-benar 
mendatangkan kerugian adalah 
hukumnya batal untuk dilaksanakan, 
seperti menghibahkan harta 
kekayaannya, mewasiatkan sesuatu 
yang berharga kepada orang lain, dan 
jual beli yang tidak wajar (ada unsur 
penipuan) yang disamakan dengan 
pemberian. 48
Selain itu, peprsyaratan mahkum 
alaih yang ditetapkan Tuan Guru di 
Kota Mataram harus mukallaf  menjadi 
dukungan kuat atas pola pikirnya 
yang tekstualis. Menurut para Tuan 
Guru bahwa mukallaf  seperti yang 
didengungkan oleh mayoritas ulama 
terdahulu sebagai syarat mutlak 
bagi seseorang anak dapat dijadikan 
sebagai mahkum alaih dalam transaksi 
muamalah. Sementara seorang dalam 
fase usia dewasa dan keadaannya 
berakal, dapat dengan sempurna 
melakukan tindakan hukum sehingga 
wajar kalau kemudian Mazhab Hanafi 
menetapkannya sebagai subjek 
hukum yang sempurna.49 
47Zainuddin Ibn Qasim al-Hanafi, Syarh 
Mukhtashar al-Manar (Beirut: Dar Ibn Kathir, 
1993), 173. 
48Muhammad Abu Zahrah, Ushul, 335.
49Dalam kondisi ini al-Jizani menetapkan 
bahwa dua sharat pokok, yaitu berakal dan 
memahami khitab Allah. Lebih jauh al-
Jizani menyatakan bahwa setiap orang dapat 
dikatakan mukallaf  jika ia dikaitkan dengan 
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Dalam kondisi ini usia subjek 
hukum minimal berada pada kisaran 
15 tahun ke atas dan di bawah 21 tahun 
serta telah menikah.50 Dengan bahasan 
yang lebih memperkuat stetemennya, 
mereka mayoritas Mazhab Hanafi 
menetapkan bahwa usia seseorang 
dapat dinyatakan mukallaf  jika ia 
telah berusia 18 tahun bagi laki dan 
17 tahun bagi perempuan. Meski 
demikian,   ketetapan itu setidaknya 
memberikan contoh kongkrit 
terhadap persoalan anak agar kegiatan 
transaksi mu`amalahnya tetap lancar 
sesuai kandungan maslahat  melalui 
kondisi realitas yang ada.51  
berakal.  Lihat Muhammad al-Jizani, Ma`alim 
Ushl al-Fiqh `Inda ahli as-Sunnah wa al-Jami`ah 
(Madinah:Dar Ibn al-Jauzi, 1427 H), 336.  
50`Iyad Ibn Numi as-Salimi, Ushl al-
Fiqh La Yas` al-Fiqih Jahluhu (Makalah Kuliah 
Shari`ah, Riyad:t.tp., t.th.), Juz 1, 47. 
51Sebuah kaidah fundamental 
yang kerap dijadikan pijakan dasar dalam 
memandang realitas sebagai unsur yang wajib 
ada adalah  (ِةَنِكَْمْلأَاو  ِةَنِْمَزْلأا  ِرُّيَغَِتب  ِماَكَْحْلأا  ُرُّيََغت ). 
Kaedah ini dapat membuka keran kebebasan 
bagi pakar hukum Islam untuk bernafas lega 
dalam mengembangkan fiqh Islam. Bahkan 
ungkapan ini lazim dijadikan mereka sebagai 
alat dalam melegalkan suatu aktivitas praktik 
sisial. As-Syatibi sebagai salah tokoh piawi 
dalam memproduk hukum Islam juga tidak 
lengah dengan dunia realitas, sehingga lahir 
teori maqashid al-Shari`ah. Teori maslahah yang 
dicetuskan oleh Jalaludin at-Thufi, dan masih 
banyak teori-teori lain yang eksis menjadikan 
konteks sebagai pijakan pokok. Perubahan 
konteks merupakan bukti kongkrit yang dapat 
memproduk aktivitas manusia yang kian 
beragam. Al-Shatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul 
al-Shari`ah (Beirut: Dar al-Ma`rifah, t.th.), 6 
Lihat juga Har Wer, A. Dictionary of  Modern 
Written Arabic. J. Milton Ciowan (London: 
Mac Donald, 1980),  767. Lihat juga Al-Thufi, 
Selain itu, terdapat juga 
di kalangan Tuan Guru dalam 
menetapkan kedudukan anak sebagai 
mahkum alaih didasarkan pada 
kemampuan akal yang dimiliki anak 
tersebut. Dalam kondisi ini yang dilihat 
adalah kecerdasan dalam membaca 
sistausi dan cermat dalam melakukan 
segala aktvitasnya. Penetapan 
akal sebagai alat untuk mengukur 
kondisi seseorang telah menginjak 
usia mukallaf  (dewasa) seperti yang 
telah dilontarkan oleh Abu Hanifah 
setidaknya menjadi dasar Abu Yusuf  
untuk menentukan seseorang diterima 
atau tidak kemurtadannya jika ia 
hendak murtad.52 Begitu juga dengan 
argumen yang dilontarkan oleh para 
Tuan Guru di Kota Mataram dalam 
memutuskan anak sebagai mahkum 
alaih dalam transaksi muamalah.   
Meskipun di satau sisi usia 
yang disandang anak tersebut masih 
berkisar pada 15 (lima belas) tahun 
ke bawah. Tetapi karena ia telah 
dianggap mampu dan berakal maka 
transaksi apa saja yang ia lakukan 
dianggap sah dan jika ia baru saja 
selesai melakukan akad perkawinan 
maka ia harus dicerai dari istrinya 
dan perkawinannya menjadi batal. 
Berbeda dengan Abu Hanifah yang 
menolak dengan keras kondisi orang 
Syarh Mukhtashar al-Raudhah, Jilid III. (Beirut: 
Muassasah al-Risalah, 1989, 209). Bandingkan 
Mushthafa Zaid, Al-Maslahah fi al-Tasyri’ al-
Islami wa Najm al-Din al-Shufi (Mesir: Dar al-
Fikr al-`Arabi, 1964), 112.
52 “Ibid”., 336.
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yang murtad bahkan ia nyatakan 
murtadnya tidak bisa diterima 
dengan alasan apapun. Stetemen 
Mazhab Hanafi tersebut setidaknya 
menegaskan semangatnya untuk 
memperjuangkan kemaslahatan dan 
kemanfa`atan bagi anak tersebut.53 
Artinya masuk Islam atau tetap 
memeluk agama Islam merupakan 
perbuatan yang sangat bermanfa`at 
sehingga dianggap sah, sedangkan 
murtad itu merupkan perbuatan yang 
benar-benar merugikan sehingga 
tidak bisa diterima.54  
Mencermati pandangan 
Tuan Guru dalam menetapkan 
anak sebagai mahkum alaih dengan 
persyaratan kemampuan akal sebagai 
dasar dianggapnya dewasa seorang 
53“Ibid”., 336.
54Alasan tersebut sebetulnya menjadi 
teknis startegis ‘ulama`terdahulu untuk 
mempertahankan komunitas muslim. Apalagi 
di daerah-daerah yang rawan keyakinan 
seseorang tercerabut gara-gara sogokan yang 
lambat laun dapat menghancurkan komunitas 
Islam. Sebagai pembanding empat orang 
saksi non muslim dalam tuduhan perzinaan 
meski menurut pandangan ‘ulama`klasik 
menegaskan ketidakbolehannya sebagai saksi 
jika terdakwa adalah seorang muslim. Tetapi 
kalau ditinjau dari aspek historitas serta 
lokalitas pemberlakuan hukum ini, tentu 
sekali sangat tidak relevan dengan kondisi saat 
ini. Karena saat itu kondisi masyarakat masih 
primitif  dan fundamentalis, sehingga perkara-
perkara sosialpun juga harus diselesaikan 
bersama orang muslim juga. Di samping itu 
sebagai wadah yang kuat untuk memerkuat 
jalinan ukhuwah Islamiyah di anatara kaum 
muslimin. Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa 
Nihayah al-Mujtahid ( Jeddah: Makatabah al-
Haramain, t.th.), 463.
anak menegaskan adanya konsep 
yang dipegang Tuan Guru tersebut 
menganut pola kontekstual. Mislanya 
pelaku transaksi menurut mayoritas 
ulama` harus memiliki kriteria 
mukallaf. Tetapi untuk mengukur 
mukallafnya seseorang menurut 
Tuan Guru di Kota Mataram harus 
dilakukan lewat kemampuan akalnya 
dalam melakukan transaksi. Karena 
akal menurut Musa Ash’ari menempati 
posisi penting terutama sebagai alat 
“proses” berpikir yang berfungsi 
dalam menafsirkan agama.55 Dengan 
demikian, dapat dikatakan bahwa 
otonomi akal merupakan suatu upaya 
seseorang meletakkan akal sebagai 
perangkat dalam menentukan segala 
aktivitas yang akan dilaksanakannya.56
Keterkaitan akal sebagai alat 
untuk menetapkan kedudukan anak 
dalam transaksi mu’amalah perlu 
adanya pengakuan kuat di kalangan 
kaum muslimin. Karena ia merupakan 
satu-satunya faktor yang dapat 
menentukan sah maupun batalnya 
transaksi. Lebih jauh diperkuat oleh 
stetmen yang dilontarkan oleh Al-
Shahrashtani bahwa dengan dasar 
akal manusia dapat mengetahui 
55Musa Asy’ari, «Filsafat Islam Suatu 
Tinjauan Ontologis» dalam Irma Fatimah ed., 
Filsafat Islam Kajian Ontologis, Epistemologis, 
Aksiologis, Historis dan Prospektif  (Yogyakarta: 
LESFI,   1992), 14-15. 
56Mutawalli, JIL Menggugat Digugat 
(Mataram: LKIM IAIN Mataram Press, 
2009), 184.
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Tuhannya57 sehingga dapat 
mengetahui perbuatan baik dan 
kewajiban menjahui perbuatan jahat. 
Jadi penetapan subjek hukum dalam 
melakukan transaksi mu’amalah 
dengan mengukur kemampuan 
seseorang lewat akalnya seperti yang 
sejak lama telah didengungkan oleh 
Mazhab Hanafi melalui hasil hasil 
ijtihad yang dilakukannya  perlu 
mendapat dukungan di kalangan umat 
Islam. Masalahnya, banyak orang yang 
baligh kemudian dewasa tetapi tidak 
bisa melakukan transaksi mu’amalah 
karena keterbatasan kemampuan 
akalnya maka taklif  hukumnya juga 
harus dipertimbangkan.58   
Kalaupun ada pendapat dari 
mayoritas pendapat Tuan Guru yang 
menekankan bahwa kriteria anak bisa 
dijadikan sebagai subjek hukum dalam 
transaksi mu’amalah dengan satu 
kriteria harus sekurang-kurangnya 
berusia baligh, maka pendapat ini 
juga harus dipertimbangkan dengan 
matang. Karena hal itu, setidaknya 
dapat mengebiri hak dan kewajiban 
anak sebagai manusia yang semestinya 
harus diperjuangkan oleh semua 
57 Al-Syahrastani, Kitab Nihayah al-Iqdam 
fi `Ilm Al-Kalam (London: t.tp., 1934), 371. 
Bandingkan dengan Harun Nasution, Teologi 
Islam Aliran Aliran Sejarah Analisa Perbandingan 
( Jakarta: UI Press, 2006), 81.  
58Najamuddin  At-Thufi, Sharah 
Mukhtashar Raudhah, Riyad: Muassasah al-
Risalah, 1987, Juz 3, 221. Bandingkan Abd al-
Qadir, al-Madkhal ila Mazhab al-Imam Ahmad 
Ibn Hambal (Turki: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah), 
66.
orang.59 Apalagi kalau mencermati 
kemampuan anak zaman modern ini 
jauh lebih berkembang daripada anak 
zaman dahulu. Manusia diciptakan 
oleh Tuhan karena ada hak dan 
kewajiban yang harus diembannya. 
Dalam bahasa hukum konvensional 
bahwa setiap manusia baik warga 
negara maupun orang Asing dengan 
tidak memandang agama maupun 
kebudayaan, sejak dilahirkan sampai 
meninggal dunia adalah sebagai 
mahkum alaih (subjek hukum), atau 
pendukung hak maupun kewajiban. 
Sebagai subjek hukum manusia 
mempunyai hak dan kewajiban 
untuk melakukan suatu tindakan 
hukum, misalnya mengadakan 
persetujuan-persetujuan, per kawi n-
an, membuat testament, dan mem-
berikan hibah.60
Secara tekstual nampaknya 
Tuan Guru di Kota Mataram tidak 
konsisten dengan pendapat yang 
telah ditetapkannya terkait dengan 
59Muhammad Ahmad Kan`an, Azmat 
al-Syabba asbabun wa al-Hulul (Bairut: Dar al-
Bisyar, 1990),410. 
60Pada dasarnya manusia sejak lahir 
memperoleh hak dan kewajibannya. Namun 
apabila ia meninggal dunia, maka hak dan 
kewajibannya akan beralih kepada ahli 
warisnya. Misalnya, kepentingan anak untuk 
menjadi ahli waris dari orang tuanya, walaupun 
ia masih berada dalam kandungan karena ia 
dianggap telah lahir dan harus diperhitungkan 
hak-haknya sebagai ahli waris, tetapi jika ia 
lahir dalam keadaan meninggal maka haknya 
putus atau dianggap tidak ada. Penjelasan ini 
dapat dilihat dalam Kitab Undang Undang 
KUH Perdata  ayat (1) dan (2). 
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anak sebagai mahkum alaih dalam 
transaksi mu`amalah. Karena dalam 
hal pelaksanaan transaksi, anak 
mumayiz yang berakal adalah sah 
menjadi subjek transaksi dan praktek 
transaksinya dapat diklaim sempurna. 
Sementara pemberian kepercayaan 
terhadap anak untuk pengelolaan 
harta menjadi sah menurut hukum 
jika ia sekurang-kurangnya berusia 
15 (lima belas tahun) baik dalam 
kondisi cakap maupun tidak cakap. 
Sedangkan seseorang dapat diklaim 
mukallaf  dan segala transaksi yang 
dilakukannya sempurna serta sah 
demi hukum jika yang bersangkutan 
telah  genap berusia 18 tahun bagi 
laki dan 17 tahun bagi wanita.
 Persoalan tersebut tidak perlu 
dijadikan oleh pemikir  hukum Islam 
sebagai alasan untuk mengklaim 
tidak sah transaksi mu`amalah bagi 
anak yang berada di bawah usia lima 
belas tahun. Tetapi harus dilihat 
terlebih dahulu alasan mendasar 
yang dilakukan para Tuan Guru di 
Kota Mataram sehingga nampak 
adanya perbedaan yang tajam dalam 
menentukan kriteria anak yang 
menjadikan transaksi mu`amalahnya 
menjadi sah. Karena itu, tidak 
salah kemudian kalau penulis lebih 
melihat situasi dan kondisi yang 
dihadapinya berbeda sehingga dapat 
mempengaruhi stetmennya menjadi 
berbeda pula. 
Perlu juga diingat bahwa Tuan 
Guru tersebut merupakan ulama yang 
lebih banyak melakukan penggalian 
hukum melalui pertimbangan akal 
dengan tidak menafikan konteks 
kultural yang berkembang di tempat 
ia akan menetapkan hukum itu. 
Begitu juga harus dipertimbangkan 
bahwa perbedaan usia tadi atas dasar 
perkembangan pemikiran ulama 
Mazhab Hanafi ketika itu, bukan atas 
hasil ijtihad Tuan Guru itu sendiri. 
Artinya bisa saja penetapan tamyiz 
dan berakal sebagai dasar keabsahan 
anak dalam melakukan transaksi 
mu`amalah hanya dideklarasikan 
sendiri oleh ulama terdahulu. 
Sementara ketetapan usia lainnya 
seperti 15, 17, 18 itu ditetapkan oleh 
ulama-ulama atau murid-muridnya 
yang sealiran pemikiran dengannya. 
Inisiatif  yang dilakukan Tuan Guru 
itu menjadi suatu yang berharga bagi 
umat Islam karena hasil ijtihadnya tidak 
lepas dari kesalahan dan kekeliruan, 
maka sangat terbuka untuk dijadikan 
sebagai lahan pengkajian ulang.61 
61Persoalan ijtihad adalah bagian 
integral dari ranah  amal pemikiran yang 
dapat dipastikan sebagai amal sunnah yang 
jauh lebih berharga dibanding dengan amal 
fisik lainnya. Buktinya jika seseorang salah 
dalam melakukan ijtihad hukum, maka masih 
diberi ganjaran satu pahala apalagi kalau 
ijtihadnya relatif  benar, tentu dijganjar dua 
pahala. Belum lagi dengan hasil ijtihadnya 
berguna secara berkesinambungan bagi 
generasi seterusnya. Tentu persoalan ini tidak 
bisa dibayangkan lipatan pahala yang dapat 
diperolehnya. Ganjaran pahala bagi pelaku 
ijtihad tersebut  dapat dilihat dalam kitab-
kitab ushul fiqh termasuk Syaikh Muhammad 
Khudairi Beak, Ushul al-Fiqh, terj., Faiz el. 
Muttaqin ( Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 809. 
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Namun menurut penulis bahwa 
penetapan usia yang dilakukan itu 
bukan atas dasar penetapan usia yang 
telah dilakukan oleh ‘ulama`  yang 
mendahuluinya. 
Tetapi Tuan Guru itu lebih 
melihat dari hasil survey dan analisa 
mendalam terhadap kondisi anak 
tersebut. Bisa saja penetapan usia 
mumayyiz dengan 7 sampai 15 tahun 
itu menjadi suatu yang tidak salah 
karena hasil pengamatannya bahwa 
anak yang dimaksud waktu itu dapat 
melakukan transaksi dengan benar dan 
mampu mempertanggungjawabkan 
secara sempurna akibat yang 
ditimbulkannya. Kemudian dalam 
hal pemberian hak serta pengelolaan 
penuh terhadap harta anak kepada 
anak yang dimaksud harus berusia 
sekurang-kurangnya 15 tahun 
itu, tidak lepas dari pengkajian 
mendalam bahwa anak tersebut 
dalam kesehariannya telah matang 
dan mahir untuk melakukan transaksi 
apa saja bersama orang lain dengan 
menggunakan harta kekayaannya 
sendiri. 
Meski demikian menurut 
Mazhab Hanafi tetap memandang 
bahwa praktek transaksi yang 
dilakukan masih membutuhkan 
dukungan serta perhatian dari orang 
Lihat juga Muchtar Yahya dan Fathurrahman, 
Dasar Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam 
(Bandung: al-Ma`arif, 1986) 384-385. Lihat Juga 
Amir Syarifuddin, ‘Ushul Fiqh ( Jakarta: Logos 
Wacana Ilmu, 2001), 290.
tua walinya. Misalnya transaksi yang 
dilakukannya itu diperkirakan dapat 
merugikan dirinya maupun orang 
lain maka peranan orang tua menjadi 
suatu keniscyaan. Lain halnya dengan 
seseorang yang telah berusia 17 
sampai 18 tahun seperti yang telah 
ditetapkan oleh Mazhab Hanafi. 
Karena usia seseorang dalam hal ini 
telah menempati posisi rusyd (cerdas, 
pandai, dan mampu) dengan sendirinya 
untuk melakukan transaksi serta 
akibat buruk yang ditimbulkannya 
dapat dipertanggungjawabkan oleh 
dirinya sendiri. Bahkan tidak harus 
adanya interpensi dari orang lain 
karena ia telah dianggap hukum 
sebagai seorang yang huriyyah (bebas)62 
62Konsep kebebasan melakukan transaksi 
pada praktik mu`amalah telah diformulasikan 
dalam sumber hukum Islam, yaitu al-
Quran mapun hadits. Konsep kebebasan 
yang ditawarkan oleh dua doktrin besar ini 
menolak konsep kebebasan yang dicetuskan 
oleh Marx Weber. Dimana kebebasan yang 
ditawarkannya cukup mencengangkan, 
misalnya dalam bidang ekonomi tentang 
teknis menggulingkan lawan sehingga 
keuntungan yang merupakan kepentingan 
pribadi dapat diperoleh berdasarkan kepuasan 
yang telah ditentukan. Bahkan kepuasan tetap 
terasa melekat manakala pihak lain dirugikan 
serta tidak saling memperdulikan akibat dari 
totalitas praktik sosial yang dilaksanakan. 
Artinya setiap orang dapat membuat akad apa 
saja baik yang bernama maupun yang tidak 
bernama dan akad-akad itu wajib dipenuhi. 
Lihat tafsir ayat ini dalam At-Thabathaba`i, 
al-Mizan fi Tafsir al-Qur`an (Bairut: Muassasah 
al-A`lam li al-Mathbua`at, 1970), 158. Selain 
itu, terdapat juga dalam hadits Rasulullah yang 
artinya “ Orang-orang Muslim itu senantiasa 
setia kepada sharat-sharat ( janji-janji mereka). 
Lihat Al-Hakim, al-Mustadrak (Riyad: 
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untuk memilih dan memilah tindakan 
hukum.                   
Dari beberapa setemen yang telah 
dilontarkan Mazhab Hanafi di atas 
dapat ditarik suatu gambaran bahwa 
tolok ukur seseorang dapat diklaim 
mukallaf  dan dapat dipertimbangkan 
menjadi pelaku transaksi mu’amalah 
yang sah, jika ia telah dianggap 
mampu menurut kebiasaan dan 
berakal secara kejiwaan. Karena itu, 
tidak ada halangan yang berarti bagi 
setiap orang melakukan transaksi 
mu’amalah. Termasuk keabsahan anak-
anak yang telah berakal dan mampu 
melaksanakan transaksi mu’amalah 
dalam hidupannya. Stemen ini tidak 
salah jika mencermati pendapat al-
Sharakhsyi. Menurutnya bahwa 
seseorang dapat dikatakan ahliyah al-
ada` al-kamilah tidak lepas dari kondisi 
akal yang sempurna pula. 63 Lebih jauh 
as-Sharakhshi menyatakan bahwa 
balighnya seseorang harus diukur 
dengan kemampuan akalnya.  
Selain itu, ketetapan usia yang 
telah dideklarasikan oleh sebagain 
Tuan Guru di Kota Mataram 
tersebut tidak bisa dijadikan sebagai 
alat untuk mengukur kemampuan 
seseorang dalam bertransaksi 
karena alasan perbedaan situasi dan 
kondisi lingkungan sekitar yang 
Maktabah wa Mathba’ an-Nashr al-Hadithah, 
t.t.),: 49. Bandingkan Al-Kasani, Badh`i ash-
Shana`i` fi Tartib ash-Sharai` (Mesir: Matba`ah 
al-Jamaliyyah, 1910), 386.
63As-Shrakhshi, Ushul al-Sharakhshi 
(Baierut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 341.
lazim mempengaruhi pertumbuhan 
dan perkembangan kejiwaan anak 
merupakan satu-satunya landasan 
kuat yang tidak boleh dinafikan. 
Karenanya tidak salah kalau para pakar 
psikologi memberikan gambaran 
melalui teori yang dicetuskannya, 
yaitu faktor yang mempengaruhi 
kecepatan perkembangan kedewasaan 
anak. Artinya dengan faktor-faktor 
itu,  dapat mempengaruhi serta 
menggenjot volume kecepatan akal 
manusia untuk merespon kegiatan 
sosial yang dilaksanakannya. 
Misalnya teori nativisme, empirisme, 
intraksionisme, psikodinamika.64
64 Teori nativisme berpandangan segala 
sesuatunya ditentukan oleh faktor-faktor yang 
dibawa sejak lahir, jadi perkembangan individu 
itu semata-mata dimungkinkan dan ditentukan 
oleh dasar turunan, misalnya ; kalau ayahnya 
pintar, maka kemungkinan besar anaknya 
juga pintar. Para penganut aliran nativisme 
berpandangan bahwa bayi itu lahir sudah 
dengan pembawaan baik dan pembawaan 
buruk. Woolfolk, Anita E dan Nicolich, 
Lorrain McCune. Mengembangkan Kepribadian 
& Kecerdasan Anak-Anak ( Jakarta: Innisiasi 
Press, 2004),  56. Teori Psikodinamika adalah 
teori yang berupaya menjelaskan hakekat 
dan perkembangan kepribadian. Unsur-unsur 
yang sangat diutamakan dalam teori ini adalah 
motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal 
lainnya. 
Teori empirisme melihat pengalaman 
belajar yang diperoleh anak dalam kehidupan 
sehari-hari didapat dari dunia sekitarnya yang 
berupa stimulan-stimulan. Stimulasi ini berasal 
dari alam bebas ataupun diciptakan oleh orang 
dewasa dalam bentuk program pendidikan.
Menurut teori interaksionisme ada 
empat tingkat perkembangan kognitif  yang 
dikemukakan Piaget yaitu : masa bayi (balita): 
tingkat sensomotori, masa anak-anak awal : 
tingkat pra-operasional, tingkat operasional 
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D. Kesimpulan 
Menurut Hukum Islam bahwa 
kedudukan anak sebagai mahkum 
`alaih dalam transaksi mauamalah 
kontemporer adalah tidak sah 
selama tidak memiliki kriteria 
mukallaf. Seseorang dapat dikatakan 
mukallaf  jika ia telah menginjak 
usia balig  yang ditandai dengan 
telah ihtilam-nya bagi anak laki 
dan haid pertama kali bagi kaum 
perempuan. Praktek anak sebagai 
mahkum `alaih dalam melakukan 
transaksi di Kota Mataram menurut 
Tuan Guru adalah pertama, anak 
tidak bisa dijadikan sebagai mahkum 
`alaih meskipun ia seorang yang 
cerdas serta memiliki kemampuan 
dalam melakukan transaksi. Kedua, 
ada juga yang menjelaskan bahwa 
anak bisa dijadikan sebagai mahkum 
`alaih dalam transaksi muamalah 
tetapi dalam wilayah transaksi 
yang bersifat ringan saja. Ketiga 
anak sah dijadikan sebagai mahkum 
konkrit, dan tingkat operasional formal. Jadi 
penentuan usia mukallaf  dapat dilihat dari 
empat tingkatan tersebut. Jika anak sudah 
mencapai tingkat operasional formal bisa saja 
diklaim sebagai mukallaf  meskipun umurnya 
jauh berbeda dari pandangan jumuhur ulama. 
Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum 
(Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), 51
Teori psikodonamika mengasumsikan 
bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi 
konflik-konflik dari aspek-spek psikologi 
tersebut. Lihat Sarlito W. Sarwono, Pengantar 
Psikologi Umum ( Jakarta: PT Rajagrafindo 
Persada, 2010), 71-72. Lihat juga Heri Agus 
Stianto dan M. Allamulhuda  http://
www.tuanguru.net/2012/01/teori-nativisme-
empirisme-konver gensi. html.
`alaih  dalam transaksi muamalah 
yang berat tetapi atas dasar izin dari 
orang tua walinnya. Pandangan Tuan 
Gurudi Kota Mataram tentang anak 
sebagai mahkum `alaih dapat diklaim 
tekstual dan kontekstual. Tekstual 
maksudnya menetapkan keabsahan 
anak sebagai mahkum `alaih  dalam 
transaksi muamalah di Kota Mataram 
didasarkan pada fatwa-fatwa ulama 
sunni. Dalam kondisi ini, sebagian 
Tuan Guru di Kota Mataram 
mengklaim tidak sah anak dijadikan 
sebagai mahkum `alaih  dalam 
transaksi muamalah baik bersifat 
tradisional maupun kontemporer. 
Sedangkan kontekstual maksudnya 
sebagian Tuan Guru di Kota Mataram 
menetapkan bahwa anak tetap sah 
dijadikan sebagai mahkum `alaih 
dalam transaksi muamalah namun 
tetap mendapat izin dari orang tua 
walinya.   
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